PERJANJIAN HINEILIA
PERUBAHAN ANGOGARAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajgpemen Pemerintmhan vang elekill, transparan darn

mkuntabe| serta berorentasi pada hasdl, yang bertanda tangan ditsramb ind

Mama H. AKHMAD FAULIANSYAH, SH
Jdabwtan Kepala Dinas Sosinl Kot Palangka Baya

Selanjutnya disebui Plhak Pertama,

M FALRILY MAFPARIMN
Jabatan o WALIKOTA PALANGEA RAYA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Plhak Kedusa,

Pihak pertama membuat komitmen dengan kesadaran tinggi untuk :

1

Melaksanakan semua tugas rutingtambahan yang menjadi tanggung jawak,
tugas pokok dan fungsi vanp melekat pada jabatan vang dipercayakan kepads
sava sebagal Pejabat di hingkungan Pemerintah Kota Palangks Raya.
Melaksanakan tugas sebagaimana butir 1 di atas dengan sebaik-baiknya dengan
selalu melakukan Inoves! den Komunikasi untuk peningkatan Kinerja dan
Pelayanan Publik vang baik.

Mewujudkan pencapatan target kinerfa dan melaksanakan kewajiban-kewajiban
sesupi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana lampiran
peranjian ind, dalam rangka mencapa target kinerja jangka menengah seperti
vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerla tersebut menfadi langgung javwab pihak
pertama.

Apabila tidek dapat memenuhi komitmen dan target kinerja sebagaimana
tersebut pada butir 1, 2, dan 3, Saya siap dicvaluasi dan atau diberhentikan
dari jabatan yang sayva emban saat ind.

Pihak kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan seria akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang
diperlukan dalam rangks pemberian penghargann dan sanksi.

WALIKOTA PALANGEA RAYA,

Palangka Raya, 21 Oktober 2019

Pinak Kedua, Pihak Pertama,

FAIRID NAPARIN




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS BOSBIAL KOTA PALANGKA RAYA
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Sasaran Indikator Target

Tk

. | Menurunnya  Persentase PMKS yang Mandiri 8223

' Penyandang Masalah
- Kesejahteraan Sosial
' (PMKS)

]. . e S —— -

Indikator Kinerja

” .n*

[. | Menurunnya PMKS Persentase PMKS yang 100
memperoleh bantuan sosial
Persentase PMKS yang | 82773
tertangani
Persentase rumah tangga yang o0

menerima program
pemberdayaan sosial melalui
kelompok usaha bersama
(KUBE) atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya

Persentase PMKS skala yang | 8223
memperoleh bantuan sosial 5
| untuk pemenuhan kebutuhan
dasar |
|

Persentase penyandang cacat S0
fisik fisik dan mental, serta |

lanjut usia tidak potensial yang
menerima jaminan sosial |

Persentase panti sosial yang S
menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial

Persentase wahana !
kesejahteraan sosial berbasis |
masyarakat (WKSBM) yang |
menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial |

Persentase korban bencana 100
yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat

Persentase korban bencana 100
yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat
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FAIRID NAPARIN

Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarans
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistemn Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

F:I‘Dgl"ﬂlﬂl Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial

Program Pembinaan Anak Terlantar

Angguran (Rp)

B824.110.600,00

B72.895.949,00
96.867.226,00
56.250.000,00

100.350.000,00

585.625.000,00

54.308.200,00

64.606.000,00
107.693.000,00
275.549.200,00

212.449.197,00

91.447.500,00
16.746.000,53

3.358.852.372,53

Palangka Raya, 21 Oktober 2019

9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

10. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
(ks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)

11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial

12, Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana

13. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
Jumlah

Walikota Palangka Raya,

Kepala Dinas Sosial




